
 
 
 
 
 

WALIKOTA TEBING TINGGI 

 

 
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI  

NOMOR 6 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2012 
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN  

(ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

Menimbang  : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
telah ditetapkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 

14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Unit 
Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota 

Tebing Tinggi; 
  b. bahwa Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Pembentukan Organisasi Unit Layanan 
Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Tebing 
Tinggi pandang tidak sesuai dan memadai sehingga perlu 

diubah; 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 

Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi 
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah 
Kota Tebing Tinggi; 

 
Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok  Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008   Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3133); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4855); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi  Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi; 
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Unit Layanan Pengadaan; 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN 
(ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI. 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi 
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Unit 

Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota 
Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2012 

Nomor 14), diubah sebagai berikut: 
 
 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 5 

 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala ULP mempunyai 

kewenangan: 
a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan 

ULP; 
b. menyusun program kerja dan anggaran ULP; 



c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa 
di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan 

dan/atau indikasi penyimpangan; 
d. membuat laporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada 
PA/KPA/Walikota; 

e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber 
daya manusia ULP; 

f. menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja 

masing-masing; 
g. mengusulkan penempatan / pemindahan / 

pemberhentian anggota Pokja ULP kepada 
PA/KPA/Walikota; dan 

h. mengusulkan anggota Kelompok Kerja dan Staf 
Pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan untuk 
ditetapkan oleh Walikota. 

 

2.  Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 6 
 

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala ULP yang 
dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala ULP. 

(2) Sekretariat mempunyai tugas: 
a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, 

kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan 
rumah tangga ULP; 

b. menginventarisasi paket-paket yang akan 
dilelang/diseleksi; 

c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi 

yang dibutuhkan Pokja ULP; 
d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia 

barang/jasa yan dilaksanakan oleh Pokja ULP; 
e. mengagendakan dan mengkoordinasikan 

sanggahan yang disampaikan oleh penyedia 
barang/jasa; 

f. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi 

data manajemen pengadaan untuk mendukung 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 

g. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa; 
h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pengadaan dan menyusun laporan; dan 
i. menyiapkan dan mengkoordinasikan Tim Teknis 

dan Staf pendukung ULP dalam proses 

pengadaan barang/jasa. 
 

3.  Lampiran diubah, sehingga Lampiran sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 

 
 
 

 

 



Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi. 

 

 
Ditetapkan di Tebing Tinggi 

pada tanggal 6 Januari 2014 
 

WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

 
                 ttd. 

 
 

 UMAR ZUNAIDI HASIBUAN 

 
Diundangkan di Tebing Tinggi 

pada tanggal 6 Januari 2014 
 

SEKRETARIS DAERAH, 
  

             

              ttd. 
 
 

JOHAN SAMOSE HARAHAP 

 
BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2014 NOMOR 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  LAMPIRAN   :  PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI 
  NOMOR :       6      TAHUN        2014 

  TANGGAL :       6     JANUARI      2014 
 

 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA 



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

     WALIKOTA TEBING TINGGI, 
 

                  
                                                              ttd. 

 
 

                                                                    UMAR ZUNAIDI HASIBUAN 

 

 
  

 
 

KEPALA 

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 
BARANG/JASA PEMERINTAH 

KELOMPOK 

KERJA 

STAF 

PENDUKUNG 
TUGAS 

SEKRETARIS 

ULP 


